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1.1 Latar Belakang
Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan
secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis
sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan
sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Di era otonomi daerah, seharusnya di
manfaatkan sebagai perkembangan di berbagai bidang terutama dalam memperluas
kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Pengembangan basis
ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai
program. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana
diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi
pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi
masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan
berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan
semangat kemandirian.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan!, itu adalah satu dari 9 butir Nawacita yang

1 Di akses dari Kompas.com (berita Terbanyak di Indonesia, 4000an Desa di Papua berstatus sangat
teringgal) pada tanggal 30 Maret pukul 14.56 WIB.



dicetuskan oleh Presiden Jokowi untuk menjawab permasalahan daerah-daerah terluar
Indonesia. Dengan adanya niat Pemerintah untuk membangun daerah-dearah terluar
Indonesia ini merupakan angin segar yang sudah lama di tunggu oleh banyak
masyarakat Indonesia. Komitmen Pemerintah untuk membangun desa terbukti dengan
di bentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satu program yang di jalankan oleh Kementerian
tersebut adalah Pemberian Dana Desa yang berjumlah Rp. 1 Milyar/Tahun. Dengan
memberikan suntikan dana diharapkan desa bisa menjadi garda terdepan negara untuk
membangun bangsa ini, karena hakikatnya desalah yang harusnya paling mengerti
kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Walaupun banyak sekali
permasalahan yang terjadi di lapangan dalam pengelolaan dana desa ini, mulai dari
bingungnya pemerintah desa dalam pembuatan program pengalokasian dana desa ini
sampai pertanggung jawabannya nanti.

Dana desa yang dimaksudkan untuk membuat desa menjadi mandiri ternyata
hanya di manfaatkan untuk pembangunan fisik. Tidak dipungkiri pembangunan
infrastruktur seperti jalan merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang
kemajuan perekonomian desa. Sebagaimana hakekatnya alat penunjang, perekonomian
desa seharusnya sudah berjalan terlebih dahulu baru di tunjang dengan infrastruktur
yang baik. Untuk itu seharusnya dana desa ini digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang paling pokok di desa yaitu permasalahan perekonomian yang
termasuk di dalamnya lapangan pekerjaan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk

mensejahterahkan masyarakat.



Dari adanya permasalahan ekonomi masyarakat desa, maka dari itu pemerintah
menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan
menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan
ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian
perekonomian Desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan
badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan
Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUMDes hanya didasarkan pada Peraturan
Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris. Meskipun demikian,
berdasarkan pasal 7 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari
unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga
Keuangan Mikro.

Dasar hukum dan peraturan pelaksanaan BUMDes adalah Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan
Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan



dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes lahir sebagai
suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan
dan potensi desa.?

Kehadiran BUMDes sebagai pendekatan baru yang dipakai oleh pemerintah
bukan juga berarti seperti turunnya satrio piningit atau imam Mahdi yang mampu
penuntaskan segala kesengsaraan, dan menyelesaikan semua masalah bagi seluruh
masyarakat. BUMDes sendiri hadir dengan membawa berbagai masalah yang bagi
peneliti ada 3 hal yang menjadi masalah terbesar yaitu pendanaan, pengelolaan, dan
aktor BUMDes. Jika peneliti menganalogikan BUMDes sebagai sebuah kendaraan
maka dana adalah bahan bakar, pengelolaan adalah komponen-komponen kecil dalam
kendaraan yang membuat fungsi dari BUMDes itu berjalan secara utuh, dan aktor
merupakan pengemudinya. Banyak sekali BUMDes yang sudah berdiri tapi terbentur
dengan persoalan dana yang mana dana desa dialirkan untuk pembangunan
infrastruktur. Banyak juga yang sudah mempunyai dana tetapi tidak bisa mengelola
dana itu dengan baik. Dan semua itu terkunci pada satu titik yaitu aktor sebagai
pengemudi. Untuk itu peneliti tertarik meneliti bagaimana aktor BUMDes
menyelesaikan permasalahan dana dan juga mengelolanya, bagaimana relasi antar
aktor satu dengan yang lain.

Pengelolaan BUMDes sendiri sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,

yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan

2 Di akses dari http://perdes.pemdes.kemendagri.go.id/files/peraturan/1493074528-
Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20(BUMDES).pdf pada tanggal 20 Juni 2017 Pukul 1.12 WIB.
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menampung  kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk
kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar
pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan
efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang
sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang
berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Kabupaten Blitar mempunyai 62 BUMDes yang aktif hingga tahun

2015.

Di Kabupaten Blitar yang tercatat 62 BUMDes yang sehat berdasarkan data
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Bagaimana penilaian
BUMDes di Blitar dikatakan sehat ada 5 indikator yaitu aspek perkembangan,
penyaluran dan pemanfaatan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan manajemen.
Ukuran penilaian di rentan antara 1-20 tiap aspek yang nantinya di jumlah. BUMDes
yang mendapat total nilai di atas 65 akan di nyatakan sehat oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Dari data di atas dapat dilihat urutan 3 besar
terbaik ada BUMDes dari Kecamatan Kanigoro, kedua BUMDes di Kecamatan
Bakung, dan ketiga BUMDes Kecamatan Sido Makmur yang merupakan BUMDes
yang di pilih oleh peneliti. Pemilihan BUMDes ini sebagai studi kasus didasarkan pada
jumlah unit yang paling banyak diantara BUMDes yang lain, BUMDes ini juga sedang
dalam fase perkembangan yang tentunya sangat menarik mengetahui bagaimana

pergerakan aktor-aktor dalam BUMDes yang sedang berkembang. Belum adanya



penelitian yang dilakukan di BUMDes ini juga merupakan pertimbangan bagi peneliti
untuk menjadikan BUMDes ini sebagai studi kasus.

BUMDes Sido Makmur resmi didirikan pada tahun 2011 bersamaan dengan
keluarnya Perdes No. 1 Tahun 2011 Milik Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar. BUMDes ini terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. BUMDes Sido Makmur Kecamatan Ponggok
ini merupakan BUMDes terbaik ke 4 di Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Selain itu
BUMDes Sido Makmur Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini juga merupakan
BUMDes terbaik peringkat 3 se-Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Walaupun
BUMDes sido makmur ini bukan urutan pertama di daftar BUMDes terbaik di
kabupaten blitar maupun di provinisi Jawa Timur, akan tetapi BUMDes Sido Makmur
ini merupakan BUMDes yang memiliki unit usaha yang paling banyak di antara
BUMDes yang di urutan pertama dan kedua dengan 5 Unit Usaha. Selain itu, BUMDes

di kabupaten Blitar merupakan BUMDes yang berkembang sangat baik di Indonesia.



Bagan 1.1
Struktur Pengurus BUMDes Sido Makmur

Komisaris

Direktur Pengawas

' Sekretaris m Bendahara| I Kepala Unit|

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

BUMDes ini di gagas oleh masyarakat desa yang akhirnya bermufakat bahwa
Bpk. Heri Susilo Menjadi Ketua atau Direktur dari BUMDes ini. Dalam Strukur di atas
dapat dilihat bahwa ada aktor lain selain Bpk. Heri sebagai direktur BUMDes, ada Bpk.
Sukamto sebagai Kepala Desa sekaligus Komisaris, Bpk Husein Pramono Sebagai
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Sekaligus Pengawas, lbu Lusi Fitriani
sebagai sekretaris, Bpk. Moh.Mashudi sebagai Bendahara, dan Bpk. Manan Sebagai
Kepala Unit Usaha. Selain dari keenam orang yang tercantum dalam struktur pengurus
BUMDes sebenarna masih banyak aktor lain yang tidak tercantum dalam struktur

seperti karyawan unit usaha.



Tabel 1.2

Peran Aktor BUMDes

penting bagi pengelolaan BUMDes.
-Mengendalikan pelaksanaan
kegiatan pengelolaan BUMDes.

JABATAN KEWAJIBAN KEWENANGAN

Komisaris | -Memberikan nasihat kepada -Meminta penjelasan kepada
pelaksana operasional dalam pelaksana operasional
melaksanakan BUMDes. mengenai persoalan
-Memberikan saran dan pendapat pengelolaan BUMDes.
mengenai masalah yang dianggap -Melindungi usaha Desa

terhadap hal-hal yang dapat
menurunkan Kinerja
BUMDes.

Direktur

-Melaksanakan dan mengembangkan
BUMDes agar menjadi lembaga yang
melayani kebutuhan ekonomi dan
pelayan masyarakat Desa.

-Menggali dan memanfaatkan potensi
usaha  ekonomi  Desa  untuk
meningkatkan pendapatan asli Desa.
-Melakukan kerja sama dengan
lembaga-lembaga perekonomian desa
lainnya.

-Membuat laporan keuangan
selurun  unit-unit  usaha
BUMDes tiap bulan.
-Membuat laporan
perkembangan kegiatan unit-
unit usaha BUMDes tiap
bulan.

-Memberikan laporan
perkembangan unit-unit
usaha milik Desa melalui
Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (Dua) Kkali
dalam 1 (Satu) tahun.

Pengawas

-Menyelenggarakan  rapat umum
untuk membahas kinerja BUMDes
sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun
sekali.

-Penetapan kebijakan
pengembangan kegiatan
usaha dari BUMDes
-Pelaksanaan  pemantauan
dan evaluasi terhadap kinerja
pelaksana operasional.

Sumber : Olahan Peneliti , 2017

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa yang memegang kendali akan BUMDes
Sidomakmur bukanlah Bpk. Heri Susilo selaku Direktur BUMDes saja tetapi juga

Bpk. Sukamto yang merupakan Kepala Desa dari Desa Sidorejo yang secara langsung



bertanggung jawab menjadi Komisaris dari BUMDes dikarenakan sistem dalam
BUMDes, penyertaan modal minimal 51% merupakan dari desa, yang artinya Kepala
Desalah yang menempati puncak jabatan di BUMDes. Dengan adanya keunikan ini,
sangatlah menarik melihat bagaimana relasi antara satu aktor dengan aktor yang lain
karena dalam pengelolaan BUMDes banyak sekali instrument yang bisa menjadi kunci
dari keberhasilan salah satunya adalah Aktor. Jika BUMDes di ibaratkan sebagai kapal
maka aktor yang ada di dalamnya merupakan nahkoda dari kapal tersebut, kemana arah
tujuan kapal, cepat atau lambat laju kapal, serta berhasil atau tidaknya kapal sampai
pada tujuannya itu tergantung dari seberapa berhasil Nahkoda beserta krunya
bekerjasama. Selain kerjasama kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh aktor BUMDes
juga sangat menentukan akan jadi seperti apa BUMDes berjalan. Sebagai nahkoda
aktor BUMDes juga merupakan gambaran atau cerminan dari BUMDes itu sendiri,
bagaimana aktor-aktor didalamnya membangun relasi baik untuk kerjasama ataupun
terhadap masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya BUMDes datang juga
dengan masalah, begitu juga halnya dengan yang menimpa BUMDes Sidomakmur ini.
Dalam pengelelolaan BUMDes seharusnya antar aktor saling bekerjasama dengan
baik. dimana untuk mencapai suatu keberhasilan dan mencapai tujuan BUMDes ini
harus adanya kontribusi dari beberapa pihak yang terlibat. Aktor atau pihak yang
terlibat dalam pengelolaan BUMDes ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan
Masyarakat. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dari Direktur

BUMDes Sido Makmur ini sendiri, relasi antar aktor disini tidak lah baik. Pertama,
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seperti yang di katakan Bpk. Heri kepada peneliti bahwa Kepala Desa sangat
mendukung dan membantu soal BUMDes, tetapi untuk perumusan RAPBDes Kepala
Desa tidaklah sepenuhnya menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak.
Seperti yang telah diketahui bahwa pembahasan RAPBDes di lakukan di Musyawarah
Rencana Pembangunan Desa. Pada awalnya BUMDes Sido Makmur di janjikan
suntikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- lalu turun menjadi Rp 70.000.000,- angka
tersebut terus turun bersamaan dengan mendekatnya hari dimana APBDes di
umumkan. Permasalahan memuncak pada saat di umumkannya APBDes bahwa tidak
ada dana untuk BUMDes yang di berikan oleh Pemerintah Desa. Untuk itu peneliti
merasa penting memilih BUMDes SidoMakmur sebagai tempat penelitian. Karena
pada dasarnya dana desa tidaklah harus melulu dihabiskan untuk pembangunan fisik,
membangun perekonomian desa juga merupakan hal yang sangat penting. Tujuan
diberinya dana desa bukan hanya untuk desa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri,
tetapi agar desa juga bisa menjadi mandiri. Kedua, relasi antara pengurus BUMDes
juga kurang baik. Hal ini dikarenakan salah satu pengurus ada yang kurang aktif
berkontribusi dalam pengelolaan BUMDes ini. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan
diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai relasi aktor dalam pengelolaan
BUMDes Sido Makmur Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hal ini sangat penting
mengingat pentingnya relasi aktor yang baik untuk mencapai tujuan dan keberhasilan

dari BUMDes Sido Makmur ini.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang masalah, maka rumusan

masalah yang muncul adalah:

1. Bagaimana relasi aktor dalam pengelolaan BUMDes Sidomakmur Desa
Sidorejo Kecamatan Pongggok Kabupaten Blitar ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat relasi aktor dalam pengelolaan
BUMDes Sido Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten
Blitar ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, maka penelitian

ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis relasi aktor BUMDes Sidomakmur Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat relasi aktor
BUMDes Sidomakmur.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara akademis maupun

secara praktis. Adapun manfaat yang dapat di berikan peneliti adalah:
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1.4.1 Manfaat Akademis

1.

Sebagai sumbangan pemikiran berupa wacana terkait Badan
Usaha Milik Desa di Kabupaten Blitar.

Memperoleh pemahaman baru yang ditemukan oleh peneliti
dalam melakukan penelitian di lapangan.

Sebagai pelengkap bagi penelitian selanjutnya yang memiliki

tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam membuat suatu
keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah BUMDes di
Kabupaten Blitar.

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan pihak yang terlibat
dalam BUMDES Sido Makmur Kecamatan Ponggok Kabupaten
Blitar Provinsi Jawa Timur.

Bagi Pemerintah penelitian ini bisa menjadi bahan rekomendasi
mengenai laporan hasil kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar
dalam mengelola dan meninjau kegiatan BUMDES Sido Makmur

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.



